
BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES 
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG 

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 
Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 1.3 
Tahun 1950; j

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pemalang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN 
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL 
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022.
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KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang.
4. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Pemalang.
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk 

menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan 
Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan 
DPRD.

6. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan 
untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

7. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses 
kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

8. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan 
kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna 
melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD 
sehari-hari.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan 
dengan peraturan daerah.

BAB I

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
a. tinggi;
b. sedang; dan
c. rendah.

Pasal 3

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk kabupaten diatur
sebagai berikut:
a. di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) 

dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
b. Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan 

Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan 
pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan

c. di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan 
pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

£
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KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

(1) Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022 dihitung berdasarkan realisasi 
APBD Tahun Anggaran 2020 adalah besaran Pendapatan Umum Daerah 
dikurangi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.

(3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji 
dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

(4) Kemampuan Keuangan Kabupaten Pemalang termasuk dalam kelompok 
Kemampuan Keuangan Daerah Sedang berdasarkan hasil perhitungan 
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEMALANG

Pasal 5

(1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif yang diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.

(2) Besaran Tunjangan Reses yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 (empat) sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.

(3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibayarkan perorang per bulan.

(4) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat 
Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Reses.

BAB V

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEMALANG

Pasal 6

(1) Besaran Dana Operasional yang diberikan kepada Ketua DPRD berdasarkan 
Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD.

(2) Besaran Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD 
berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua 
DPRD.

(3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dibayarkan mulai tanggal 3 bulan Januari 2022.

BAB III

C
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KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 
dibebankan pada APBD.

BAB VI

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang 
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 1), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI PEMALANG, 
ttd 
cap

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal 4 Januari 2022 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG
ttd
cap

MOHAMAD ARIFIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG

'AKTO, SH, MSi 
fina Tingkat I 

NIP. 19650218 199203 1 006
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO f. URAIAN : "
REALISASI

TAHUN ANGGARAN 2020

1 2 3
I. PENDAPATAN UMUM Rp 1.481.453.437.178

1.Pendapatan Asli Daerah Rp__ 328.375.466.698
2. D ana Bagi Hasil Rp 34.286.816.480

D ana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Rp 34.286.816.480
Dana Bagi Hasil Pajak Rp 31.829.930.947
D ana Bagi Hasil B ukan Pajak R p _ 2.456.885.533

3. Dana Alokasi Umum Rp 1.118.791.154.000
II. BELANJA PEGAWAI Rp 947.235.824.190

1. Belanja Gaji dan Tunjangan R p _ 850.669.156.879
Gaji Pokok PNS Rp 497.823.349.925
Tunjangan Keluarga Rp 45.936.152.628
Tunjangan Jab a tan R p _ 6.045.955.000
Tunjangan Fungsional Rp 34.497.885.200
Tunjangan Fungsional Umum Rp 7.609.575.000
Tunjangan Beras R £__ 23.468.920.590
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp 2.784.245.646
Pem bulatan Gaji Rp 6.758.116
Iuran Asuransi Kesehatan Rp__ 20.300.500.507
Tunjangan Kompensasi Rp 232.550.000
Iuran Jam inan  Kecelakaan Kerja Rp 4.087.302.207
Tunjangan Profesi Guru PNSD R p _ 199.525.388.104
Tam bahan Penghasilan G uru PNSD R p _ 354.750.000
Iuran Asuransi Kesehatan dari Tunjangan Profesi Guru RP__ 7.981.633.956
Iuran Asuransi Kesehatan dari Tam bahan Penghasilan Guru Rp 14.190.000

2. Tam bahan Penghasilan PNS RP__ 95.677.291.111
Tam bahan Penghasilan Berdasarkan Beban Keija RP__ 92.000.477.468
Iuran Asuransi Kesehatan TPP Rp 3.676.813.643

3. Insentif Pem ungutan Pajak dan Retribusi Daerah Rp 889.376.200
Insentif Pem ungutan Pajak R p _ 803.295.575
Insentif Pem ungutan Retribusi Rp 86.080.625

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG Rp 534.217.612.988

BUPATI PEMALANG, 
ttd 
cap

MUKTI AGUNG WIBOWO

S a lin a n  s e s u a i  d e n g a n  a s lin y a  
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG
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